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DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL




Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen
Minerba secara bersama-sama dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba
Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama
dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2020-
2024.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun
sebagai bentuk perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditien Minerba
sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal
Minerba dan Menteri ESDM sudah tercapai dengan baik. Keberhasilan ini dapat

terwujud berkat kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses
penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 ini, kami ucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami harap laporan ini dapat
memberi manfaat dan menjadi sarana refleksi untuk memicu perbaikan kinerja di

masa mendatang.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Ridwan Djamaluddin

KATA PENGANTAR “




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 disusun dalam rangka pelaksanaan
amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabiltas dan perwujudan
pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen
Minerba 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terdapat
dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor
Batubara dan Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara.

2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama yaitu Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam
Negeri.

3. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab Dan
Berkelanjutan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Realisasi
Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba dan Persentase Realisasi Investasi Sub
Sektor Minerba.

4. Layanan Sektor ESDM yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba.

5. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas, dengan 1
(satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi
Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba.

6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif, dengan
3 (tiga) Indikator Kinerja Utama vyaitu Indeks Efektivitas Pembinaan dan
Pengawasan Sub Sektor Minerba, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi




Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba, dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).

Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima,
dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.
Organisasi Fit dan SDM yang Unggul, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama
yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.

Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja

Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja

yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, yaitu:

1.

10.

11.
12.
13.
14.

Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,52
(105,2% dari target sebesar 87,93).

Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 74,04 (82,3%
dari target sebesar 90).

Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri, sebesar
80,80 (107,7% dari target sebesar 75,04).

Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba, sebesar 110,3%
dari target sebesar 100% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34,64 Triliun.
Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba, sebesar 80,60% dari target
sebesar 100% dengan realisasi investasi sebesar US$ 3,82 Miliar.

Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba, sebesar 3,45 (103% dari target
sebesar 3,35).

Jumlah Penyusunan Regulasi/ Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata
Kelola Minerba, sebesar 5 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi (100% dari target
sebesar 5 Regulasi/ Kebijakan/ Rekomendasi).

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba, sebesar
82,33 (108,3% dari target sebesar 76).

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba,
sebesar 87,08 (104% dari target sebesar 83,5).

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebesar 3,6*
(100% dari target sebesar 3,6).

Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 98,5 (114,5% dari target sebesar 86).

Nilai Evaluasi Kelembagaan, sebesar 80,4 (100,5% dari target sebesar 80).
Indeks Profesionalitas ASN, sebesar 82,02 (102,5% dari target sebesar 80).
Indikator Kinerja Utama vyaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA), sebesar 95,95 (101,3% dari target sebesar 94,72).
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BAB | PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I,
salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen
Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas
umum terkait penyelenggaraan Negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas akuntabilitas.
Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas
menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari
Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen
Minerba Tahun 2020.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020 yang dipercayakan kepada Ditjen
Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja
instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.
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1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan salah satu unit eselon | di
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian ESDM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit
eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit eselon 11l dan 58 (lima puluh delapan) unit eselon
IV. Adapun rincian unit eselon Il yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba;

2) Direktorat Pembinaan Program Minerba;

3) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral,

4) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;

5) Direktorat Penerimaan Minerba; dan

6) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON | DAN I
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTUR JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA

Dr. Ir. Ridwan Djamaludcin , M. Sc.
-
e

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA

( r m 1

(3 5
;‘ DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR @ DIREKTUR
- PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN - TEKNIK DAN LINGKUNGAN
MINERAL o BATUBARA
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Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba 2020
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1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Perpres
Nomor 68 Tahun 2015 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ialah:

« Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan,

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan

prasarana tertentu, serta pengelolaan PNBP sektor mineral dan batubara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu

organisasi karena SDM merupakan inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai

tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status

Desember 2020 sebanyak 1.094 pegawai.

Komposisi Jumlah Pegawai

SDB
10%

DBP
5%

DBM

7%
DBB
6%

DBN

0,
DBT 4%

68%

mSDB mDBP mDBM DBB mDBN mDBT

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Ditjen Minerba

68% dari total pegawai Ditjen Minerba merupakan pegawai Direktorat Teknik dan

Lingkungan Minerba yang sebagian besar merupakan Inspektur Tambang yang
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ditempatkan di pusat maupun di daerah. Adapun

ditempatkan di beberapa daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1 Penempatan Inspektur Tambang per Provinsi (Orang)

Inspektur Tambang yang

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah
Aceh 27 Kalimantan Tengah 27 Papua Barat 13
Banten 2 Kalimantan Timur 35 Riau 8
Bengkulu 15 Kalimantan Utara 5 Sulawesi Barat 13
DI Yogyakarta 12 Kepulauan Bangka 19 Sulawesi Selatan 43

Belitung
Gorontalo 6 Kepulauan Riau 6 Sulawesi Tengah 18
Jambi 23 Lampung 21 Sulawesi 53
Tenggara
Jawa Barat 18 Maluku 15 Sulawesi Utara 8
Jawa Tengah 16 Maluku Utara 47 Sumatera Barat 23
Jawa Timur 10 Nusa Tenggara 10 Sumatera Selatan 31
Barat
Kalimantan 19 N.usa Tenggara 16 Sumatera Utara 19
Barat Timur
Kalimantan 20 Pabua 17 TOTAL 615
Selatan P

Mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari

sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba

senantiasa berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai

dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba antara lain:

a. Pada sisi kuantitas: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik

dan sesuai formasi yang dibutuhkan.

b. Pada sisi kualitas: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai,

pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum
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dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana reformasi birokrasi
organisasi.

c. Padasisi kapasitas: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang
S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan
pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan
pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2020 jenjang pendidikan
di Ditjen Minerba dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pegawai Ditjen Minerba

SEKOLAH DIPLOMA STRATA

UNIT SD | SMP | SMA | D-I | D-ll | D-lll RI S-1 | S-1l | S-lll | SPESIALIS JUMLAH
Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sekretariat Direktorat
Jenderal Mineral dan 1 4 30 0 0 5 2 46 | 18 0 0 106
Batubara
Direktorat
Pembinaan Program 0 0 8 0 0 2 0 24 | 21 2 0 57
Mineral dan Batubara
Direktorat
Pembinaan 0 0 5 0 0 0 0 46 | 19 1 0 71
Pengusahaan Mineral
Direktorat
Pembinaan 1| 0| 8 |0o|o]| 2 | o |a|13]|1 0 70
Pengusahaan
Batubara
Direktorat
Penerimaan Mineral 0 0 3 0 0 4 0 28 11 1 0 47
Dan Batubara
Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral 0 0 11 1 0 8 24 | 587|109 | 2 0 742
dan Batubara
JUMLAH TOTAL 2 4 65 1 0 21 26 | 776 | 191 | 8 0 1094
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1.5. ISU STRATEGIS DITJEN MINERBA TAHUN 2020

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi,

sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor

Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan

tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2020 sebagai

berikut;

1.5.1. UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
Telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada

tanggal 10 Juni 2020. Berikut esensi pengaturan UU Nomor 3 Tahun 2020:

1. Klaster Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional, dengan substansi

isu:

a)

b)

Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh wilayah hukum Indonesia
yang meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di
bawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah Hukum Pertambangan
merupakan ruang untuk tujuan penyelidikan dan penelitian dalam rangka
mengetahui potensi mineral dan batubara (bukan untuk kegiatan
penambangan/eksploitasi). Apabila wilayah tersebut akan diusahakan
maka harus terlebih dahulu ditetapkan menjadi WP dan harus mengikuti
ketentuan tata ruang. Kegiatan penyelidikan dan penelitian serta
penugasan penyelidikan dan penelitian kepada lembaga riset
negara/daerah dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan, dapat
dilaksanakan di Wilayah Hukum Pertambangan (seluruh Wilayah
Indonesia).

Pendelegasian Kewenangan Perizinan pertambangan ke Daerah.
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, kewenangan pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat, yang dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah.
Pemerintah Pusat akan mendelegasikan kewenangan pengelolaan
perizinan khususnya untuk SIPB dan IPR kepada pemerintah daerah
berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penarikan kewenangan
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pengelolaan perizinan kepada Pemerintah Pusat tidak akan mengurangi

porsi pendapatan daerah. Pemerintah Daerah akan mendapatkan PAD

baru dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA).

c) Pengaturan tentang SIPB, IUP Batuan, dan lIzin Pertambangan Rakyat

(IPR).

Hadirnya perizinan untuk pertambangan batuan dalam bentuk Surat Izin

Penambangan Batuan (SIPB) yang mudah dan sederhana. Perbedaan

antara SIPB dan IUP Batuan sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan antara SIPB dan IUP Batuan

NO RITERIA SIPB P BATUA
1. JENIS Dibatasi  batuan  untuk  kebutuhan | Batuan Material
KOMODITAS konstruksi dan pembangunan yang | lepas atau Batuan
menggunakan batuan material lepas | Beku
(loose material) dan tidak membutuhkan
peledakan meliputi tanah urug, tanah liat,
kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu
kali, pasir urug, pasir pasang, Kkerikil
berpasir alami (sirtu), bahan timbunan
pilihan (tanah), batu gamping
2. LUAS WILAYAH | Maksimal 50 Ha (Pasal 86C) Tahap Kegiatan
Eksplorasi: Paling
luas 5.000 Ha
Tahap Kegiatan
Operasi Produksi:
Paling luas 1.000
Ha
3. JANGKA v SIPB untuk batuan jenis tertentu | 5 Tahun dapat
WAKTU maksimal 3 Tahun dan dapat | diperpanjang 2
diperpanjang. kali masing-
v' SIPB untuk keperluan tertentu sesuai | masing 5 tahun
dengan jangka waktu kebutuhan
pembangunan.
4. PENGGUNAAN Tidak Ya
BAHAN
PELEDAK
5. TAHAPAN Dapat melakukan penambangan setelah | Tahap Kegiatan
KEGIATAN menyusun rencana penambangan Eksplorasi  dan
Tahap Kegiatan
Operasi Produksi
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Penatakelolaan tambang rakyat yang lebih berkeadilan dan berwawasan
lingkungan, dengan melibatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan
dan pengawasan.
2. Klaster Keberpihakan Pada Kepentingan Nasional, dengan substansi isu:
a) Divestasi 51%.
Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi
saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan
Usaha swasta nasional.
b) Penguatan BUMN.
BUMN dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP/IUPK. Luas Wilayah eks-
Kuasa Pertambangan yang dimiliki BUMN dapat lebih luas dari ketentuan
Undang-Undang. Hak Prioritas dalam mengusahakan IUPK dari
WPN/WIUPK. BUMN dapat mengalihkan sebagian wilayah IUP/IUPK
kepada pihak lain, dengan kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%)
wajib dimiliki oleh BUMN.
c) Peningkatan penerimaan negara di sektor pertambangan.
Peningkatan Penerimaan Negara menjadi pertimbangan utama dalam
perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK. Penyesuaian besaran
Pemerintah (4%) dan pemerintah daerah (6%) atas keuntungan bersih
pemegang IUPK:
a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5%;
b. Pemerintah Daerah kab/kota penghasil mendapat bagian sebesar
2,5%; dan
c. Pemerintah Daerah kab/kota lainnya dalam provinsi yang sama
mendapat bagian sebesar 2%.
Penambahan Jenis Pendapatan Daerah berupa luran Pertambangan
Rakyat (IPERA). luran pertambangan Rakyat menjadi bagian dari struktur
pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang

penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat.
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3. Klaster Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berinvestasi, dengan
substansi isu:

a) Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan
pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP/WIUPK, dan WPR yang
telah ditetapkan. Pemberian jaminan dilakukan melalui:

a. Penetapan WIUP/WIUPK yang clear and clean (CnC) berdasarkan
hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait,
termasuk yang berasal dari eks wilayah IUP/IUPK yang diciutkan,
dikembalikan, dicabut, atau berakhir;

b. WIUP/WIUPK yang ditetapkan telah sesuai dengan tata ruang,
kawasan dan zonasi

c. Dalam penetapan WP oleh Pemerintah juga melibatkan usulan
(penentuan) dari Pemerintah Daerah dan memperhatikan pendapat
masyarakat terdampak, dengan batas waktu yang ditetapkan

b) Penyederhanaan perizinan serta penggabungan IUP Eksplorasi dengan
IUP Operasi Produksi.

Penyederhanaan birokrasi dan persyaratan perizinan di bidang

pertambangan mineral dan batubara. Penggabungan IUP tahap eksplorasi

dan operasi produksi dengan ketentuan:

a. Masa berlaku tiap tahapan kegiatan diberikan dengan rincian waktu
yang jelas;

b. Kegiatan produksi hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kewajiban
teknis dan lingkungan

c) Penyelesaian Hak atas Tanah.

Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah

untuk kegiatan Usaha Pertambangan. Penyelesaian permasalahan hak

atas tanah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui mediasi dalam hal
tidak tercapainya kesepakatan antara Pemegang IUP atau IUPK dengan
pemegang hak atas tanah

4. Klaster Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan substansi isu:

a) Kewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan
100%.
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Penciutan WIUP/WIUPK vyang status lahannya terganggu wajib
direklamasi hingga tingkat keberhasilan 100% termasuk lubang bekas
tambang. Eks pemegang IUP/K yang IUP/K-nya berakhir dan tingkat
keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang belum 100%, wajib
menempatkan dana Jaminan Pascatambang dan melaksanakan
Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan
100% termasuk lubang bekas tambang. Dalam hal WIUP/